SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMORA TAHUN 2017

TENTANG

RODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGEKUNGAN PEMERINTAEI KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

a. bahwa dalaan rangka mewujudkan  Pegawai
Aparatur 8ipil Negara i Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang akuntabel, berintegritas
dan berwibawa dalam melaksanakan tugas kedinasan
dan pergaulan hidup sehari-hari, serta untuk
melaksanakan  ketentuarn  Pagal 13 Persturan
Pemerintah Nomoer 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
3ipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dart
Korupsi, Keolusi dan Nepotisme [(Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indenesia
Nomor 3831};

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung ([Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor B2, Tambahan Lembaran Negsra Republik
Indoncaia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Apavatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

1t.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilk
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagantnana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran HNcgara Rcepublik Indonesia
Nomor 5601);

Peraluran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawal Negeri Sipil [(Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Fambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemnerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasl Kerja Pegawai HNegeri  Sipil
[Lembaran Negarsa Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5887};

Peraturan Memnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
20386),

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 20186 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewn Tahun 2016 Nomor i6);



Menetapkan

14.

15.

16.

V7.

18.

Peraturan Bupati Pringsewa Nomor 42 Tahun 2016
tentaryg Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Pungsi dan Tata Kena Sekretanat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Inspektorat, Satuan FPolisi Pamong Praja dan Staf Ahli
Bupati {Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tabhun
2016 Nomor 42,

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susumnan Orgsnizasi, Tuagas
Pokok, Fungsi dan Tata Kega Dinas-Dinas
Pemenntah Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokolk, Fungei dan Tata Kera Dadan-Badan
Pemerintah Daerah (Berita Daerrah Kabhupsten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembapga Lainnya
(Berita Dacrah Kabupaten Prningsewu Tahun 2016
Momor 15];

Peraturan Bupati Pringsewy Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Crgenisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Xerja Keecamatan dan
Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2016 Nomor 46]);

MEMUITUSKAN:

PERATURAN BUFATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAD 1
KETENTUAN LIMLIM

Pazall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Kabupaten adzlah Kabupaten Pringsewy .

Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintab Kabupaten
Pringsew.

Bupat adalah Bupati Pringscwu.




10.

i1,

12

13,

Pgjabat Yang Berwenang adalah pejabat yang
berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran
Kode Etk yang dilakukan oleh Pegawal Aparatur Sipil
Negara.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat OPD adalah Urganisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pringscwu.

Pegawal Aparatur 3ipil Negara yang selanjutmya
discbut Pcgawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan
diseraht tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi ugas Negara lainnya dan di gaji
menurut peraturan perundang-undangan.

Kode Elk Pegawai ASN di lLingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut Kode
Etik, adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan,
tulisan dan ucapan pegawai ASN  dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kKegiatan
sehari hari.

Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutmya
disebut Pelangparan Kode Etk adalah scgala beniuk
ucapar, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN vang
berteritangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik
Pegawai ASN.

Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis
adalah dm yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk
dilingkungan Fcmecrintah Kabupaten Pringsewu yang
berhigas melaksanakan penegakan dan penyelesaian
pelanggaran Kode Etk vang diduga dilakukan oleh
pegawai ASN.

Terlapor adalah Pegawai ASN wvang diduga
melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pelapor adalah scorang karena hak ataw kewajiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
memberitahukan kepada pejabat yang berwenang
tentang telah atau sedang terjadinya dugaan
peristiwa pelanggaran Kode Etik.

Pengadu adalah seorang yang memberitahukan
disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang
untuk menindak pegawai ASN vang diduga telah
melakukan pelanggamman Kode Edlk.

Saksi adalah secrang vang dapat memberikan
kelerangan guna kepentingan pemeriksaan tentang
suatu  pelanggsran  Kode Etik  baik mebhat,
mendengar atau mengalaminya secara langsung.



14. Laporan zdalah pemberitahuan secara tertulie yang
disampaikan kepada Peiabat vang berwenang tentang
sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kede Etik,

15, Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan
tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang
untuk dilalaikan pemcriksaan terhadap Pegawai ASN
vang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

l6. Tindakan Administratif adalah tindakan vyang
diberikan kepada Pegawai ASN sebagai akibat dari
pelangmaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai
ASN.

HAR ||
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
setiap Pegawai ASN dalam hersikap, bertingkah laku dan
bertindak dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun
dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, memacu serta  menciptakan
lkeharmonisan bagi sebap Pegawai ASN dalam lingkungan
keria, keluarga maupun datam kehidupan bermasvarakat.

BAB ITI
KODE ETIK

Pasal 4

Setap Pegawali ASN  dalam melaksanakan tugas
kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-han
wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik
sebagaimana diatur dalam Feraturan ini.

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksuwd dalam  Pasal 4,

melipui:

a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab
dan berintegritas tinggi;

b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;

¢. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
sikap hormat dan sopan;




d. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan
atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak
berlentangan dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku  dan  etika
pemerntahan;

¢. menjaga kerahagiaan yarng menyangkut kebijakan
Negara;

f mengguneakan kekayaan dan barang milik Negara
secalra bertangpungjawal, efektif dan efisien;

g mcnjaga independensi agar tdak terjadi konflik
kepentingan dalam melakssnakan tugas kedinasan:

h, memberikan inforrnasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan
informasi terkait kepentingan kedinasan;

1L ndak menyalahgunakan informasi intern Negara,
tugas, status, kekuassan den jabatannya untuk
mendapat atau mencar kenntungan ataul menfaat
bagi diri sendiri atay untuk orang lain;

j. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga
citra dan integritas ASN; dan

k. melaksanakan tugas sesusi dengsn ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku,

BAB IV
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan Majeliz Kode Etik

Pasal 6

(1) Dalam  rangka  penanganan  suatu  dugaan
pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.

{2) Pembentuken Majelis Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan aleh:

a. Bupat, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik
dilakukan oleh Pegawai ASN vang menduduld
jabatan Eselon II setara Pimpinan Tinggi
Pratama,

b. Sekretarie Daerah, apabila pelanggaran Kode
Etik dilakukan oleh Pegawai ASN vang
menduduki jabatan Eselon I setara Jabatan
Administrator dan Jabatan Eselon IV setara
Jabatan DPengawas, Fungsional, FPelaksana dan
Calon Pegawsi ASN dilinglkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pringsewu; dan

c. Kepala OPD, apabila dugaan pelanggaran Kode
Btk dilakukan oleh Pejabat Eselon Il setara
Jabatan Admnistrator dan Eseclon IV setara
Jabatan Pengawas, Fungsional, Pelaksana dan

Calon Pegawai ASN dilingkungannya.




(3) Keanggotaan Majelis Kode Etk sebagaimana

dimaksud padsa ayat (2) terdiri dari;

a. 1 (satu) orang Ketuua meranghkap Anggota;

b. 1 [satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.

{4) Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik
tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan Pangkat
Pegawai ASN vyang diperiksa karema diduga
melangpar Koda Efls.

(5) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih
dari 5 (lima) orang, maka jumlahnyn harus ganjil.

{0) Masa tugas Majelis Kode EtK berakhir pada saat
Keputusan Majelia Kode Etik berakhir.

Pasal 7

Dalaom hal ketentuan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (4) tidak dapat dipenuhi di lingkungan
Perangkat Daerah Pegawai ASN yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik, keanggotaan Majelis Kode EBtik
dapat berasal dJdard pejabat di  lingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pringsewu dan/atau Inspektorat Kabupaten
Pringsewni.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Xode Etik

Faszal 8

Majzlis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat {1} mempunyai tugas:

a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
laporan  danj/atau pengaduan terkait dugaan
pelanggaran Kode Etik;

b. melakuksan persidangan dan menetapkan jenis
pelanggaran Kode Etik;

¢. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan

d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian vang berwenang
menjatuhkan sanksi moral.

Bagan Ketiga
Wewenang Majelis Kode Etik

Pazal 9
Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1], mempunyai wewenang:
a. memanggil Pegawai ASBN untuk didengar
keterangannva sebagai terlapor;



b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya
guna kepentingan pemeriksaan;

¢. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
Terlapor dan/atau Saksi mengenai sesuatu yang
diperlukan dan  berkailan dengan dugaan
pelangpgaran yang dilakukan oleh Terlapor;

d. memutuskan dan/atan menetapkan  Terlapor
terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran
kode ehlk;

e. memutuskan danfatau menetapkan sanksi jika
Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etk;
dan

f merekomendasikan sanksi moral atau tindalan
administratif.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN
PELAPOR DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu
Halk dan Kewajiban Pelapor

Pasgal 10

Setiap Pelapor yang melapotkan adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai ASN
berhak:

mengetahuii tindak lanjut laporan yang disampaikan;
mengajukan saksi dalam proses peraidangan;
mendapatkan perlindungan; dan

mendapatkan salinan berita acara persidangan.

oo e

Pasal 11

Setiap  Pelapor yang melapotlkan adanva dugaan

pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

8. memberikan laporan yang dapat
dipertanggungjawabkan;

L. menjaga kerahasiaan laporan dan/ataux pengaduan
yang disarnpaikan kepada pejabar vang berwenang;

¢. memenuhi panggilan dari Majelis Kode Biik untuk
keperlian persidangan;

d, memberikan keterangan vang sebenar-benamya
unttuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode
Etik,

e. menaati semua Ketentuan yang ditetapkan olsh
Majelie Kode Etik; dan

f. memberikan identitas secara jelas.



Bagian Kedua
Hak dan Xewajiban Terlapor

Pasal 12

Setiap Terlapor yang diduga melanggar Xode Etik berhak:

a%

b.

mengetahui susunan dan keangpotaan Majelis Kode
Etik sebelumn pelaksanaan sidang,

menerima  salinan  herkas laporan dan/atan
pengaduan baik sendiri-sendiri maupun hersama-
gsama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang
dilaksanakan;,

mengajukan pembelaan;

mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
menerima salinan keputitsan sidang,

Pasal 13

Setiap Terlapor yang diduga melanggar Kode Edk
berkewajiban:

8.
b.
.

(1)

{2)

memenuhi semua panggilan sidang;

menghadird sidang;

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis
Kode Etk;

memberikan ketcrangan yang scbenar-benarnya
untuk memperlancar jalannya sidang Majelia Kode
Etik; damn

berlaku sopan selama persidangan.

RAR VI
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan

Pasal 14

Sefiap orang yang mengetahui adanya dugaan
pelanggaran Knde Etik oleh Pegawai ASN  dapat
melaporkan kepada unit kerja yang membidangi
kepegawainan  pada Organisasi Perangkat Daerah
ternpat Pegawai ASN bekerja.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan
bukti permulaan vang cukup dan disertai dengan
identitas yang jelas dari Pelapor.




3

{9)

(1}

(2}

(3)

(1)

{2)

Terhadap setiap laporan yang disertal buktl dan
identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada
avat (2], Majelis Kode Etk zkan melakukan
pemetiksaan pendahuluan untuk menentukan
apakah laporan tersebut termasuk dalsan kategori
pelanggaran Kodc Etik atau tdak.

Apabila dari hasil pemerksaan pendahuluan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga Kuat
bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etlk,
maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 15

Terhadap Terlaper sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 14 ayat {4), dilokukan pemanggilan olch
Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.

Pemanggilan scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan paling banyak 2 (dua) Lkali dengan
tenggang walttu antara pemanggilan pertama dengan
pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada avat {2)
dilakukan dengan menggunakan Format Surat
Pemanggilan  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran 1 yang merupaken bagian yang tidak
terpisahkan dari Feraturan ini.

Pasal 16

Dalam hal telah dilalaakan pemanggilan
sebagatmana dimaksud dalam Fassl 15 ayat {1} dan
Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik
melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terlapor.

Sidang Majelis Kode Etik sebggaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama 21 {dua puluir sat) hari kerja sejak
diterimanya laporan adanyva dugaan pelanggaran
Kode Etik.

Bagian Ketiga

Pemceriksaan

Pasmal LY

Pemernksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang

tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh
Terlapor dan Majelis Kode Edk.




(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

{1)

(2}

(3)

#
5}

Pasal 18

Terlapor yang diperiksa sebuagaimana  dimaksud
dalam Pasal 17 wajib menjawab setiap pertanyaan
yang diajukan selama pemeriksasn dalam sidang
Majelis Kode Etik.

Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau
menjawab pertatvasn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka yang bersangkulan dianggup
mengakui  dugaan pelanggaran Kode Etik vang
dilalcukannya,

Pasal 19

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dituangkan dalam Berita Acara
Pcmeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota
Majelis Kode Etik dan Terlapor.

Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani
Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), Berita Acara cukup ditandatangani
oleh Anggota Majelis Kode Ktik dengan diberikan
catatan bahwa Terlapor tidak bersadia
menandatangani,

Berita Arara Pemeriksaan sehagaimana dimaksud
pada ayat (2] dibuat rangkap 3 (tiga) dengan
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahlan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Putusan

Pasal 20

Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau
menetapkan Terlapor terbukt atan tidak terbulkt

melakukan pelanggaran.

Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak
mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan
Pasal 19 ayat (2], sidang Majclis Kode Etik tetap
memberikan putusan sidang.

Apahila Terlapor terbukt melakukan pelanggarsn,
maka Putusan Sidang Majelis Kode Etik harus
memuat mengenai sankst yang akan diberikan.

Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] bersifat final.

Putusan Sidang Majelis Kode Edk sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dipergunaksn sebagal
rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk
membuat Keputusan penjatuhan sanksi,



Pasal 21

(1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap
keputussn sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, tetap menandatangani keputusan sidang.

(2) Pemyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada
avat {1} dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 22

(1} Majelin Kode Edok merekomendasikan tindakan
administras) kepada pejabat yang berwenang apabila
terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam
pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja
setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

{3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
diberikan dengan memakai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang mecrupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paeal 23

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara
Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi
kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan
kepulusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 24

{1} Pegawai ASN vang melakukan pefangpgaran Kode Etik
dijatuhi sanksi moral.

(2} Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud
pada avat (1] ditetapkan oleh pejabat vang
berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Majelis
Kode Etik,

(3) Penjatuhan sanksi tnoral sebagaimana dimaksud
pada ayat {I) memuat dengan jelas Kode Etik yang
dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan,

{4) Pemjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} menggunakan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 1V yang merypakan
hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini,




(1}

(2)

(1)

2

(3)

(4}
(3]

()

Pasal 25

Penjatuhan sanksi moral sebagaimsna dimaksud
dalam Pasal 24 ayat [1) disampaikan kepada Pegawai
ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam
Bernta Acara Penyampaian.

Berita acara penyampaian sanksi moral sebagaimana
dimaksud pada ayat (!} menggunakan format
schagsimana tercantum dalam Lampiran vV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahksn dan
Peraturan Bupati ini,

Pasal 26

Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
herupa pemyataan bersalah disertai permohonan
maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang
melangar Kode Etik.

Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyaiakan secara terbuka alau terlulup sesuai
dengan derajat pelanggaran  Kode Etik yang
dilakukan.

Derajat pelanggaran sebapgaimana dimmaksud pada
ayat (2} meliputi pelanggaran ringan, sedang dan
berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan
dicantumkan dalam rckomendasi.

Sanksi moral uniuk pelanggaran ringan dinyatakan
secars tertutup dihadapan pejabat yang berwenang,

Sankei moral untuk pelanggaran scdang dan berat
dinyatakan secara terbuka pada suatu forurmn resmi.

Pernyataan =sanksi moral sebagaimana dimaksud
pada ayat (5] dibedakan menjadi secara terbuka
terbatas dan secara terbuka umum.

Pasal 27

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
sebagaimang dimmaksud dalam Pasal 25 adalah:

a.

Pejabat  Struktural Eselon 1V setara Jabatan
Pelaksana, bagi Pegawai ASN vyang menduduki
jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN di
lingkungannya;

Pejabat Struktural Eselon 11 setara Jabatan
Fengawas, bagi Pegawai ASBN yanyg wmenduduki
Jabatan struktural ezelon IV setara jabatan pelaksana
di lingkungannya;

Pejabat Struktural Eselon II setara Jabatan Pimpinan
Tinggl Pratama, bagi Pegawai ASN yang menduduld
jabatan  struktural eselon I  =etara jabatan
administrator dan  pejabat fungsional tertentu di

Engkungennya;




d. Belrelaris Daerah, agi Pegawai ASN esclon I setara
jabatan administrator dan pejabat fungsional tertentu

di lingkungan Selaetariat Daerah Kabupaten
Pringsewu; dan

e. Bupati, bag Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural eselon H setara pimpinan tinggi pratama.

BAB VII
KEETENTUAN PENUTUP

Paeal 28

Peraturan Bupatt ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat: iru dengan
penempatannya dalam DBerita Dacrah Kabupaten

Pringaewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 d:tober 2017
BUPATI PRINGSEWU,
dto
SUJSADI
Diundangkan di Pringsewu

pada. tanggal 20 X tober 207
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWL,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR #4

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN T : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 24
TAHUN  : 2017

Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............... tanggal ... bulan ... tahun
............. Majeli=  Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
............................... Nomor ............... tanggal ............... masing-masing:
1. Nama D e ieareves erremeees

NIP L errietetaeer e

Pangkat/Gol. Ruaang : ...l

Jabatan i
2. Nama L rrtrereerireeraae,

NiP D rrrrrrameasiaaaeins -

Pangkal/Gul. Ruang :© ... ...

Jahatan LU
3. Nama i

NIP I ieerrriteeareme e

Pangkat/Gol. Ruang ..o,

Jabatan e

Melnlkkukan pemeceriksaan terhadap:

Kama P btaeririaesssmssraseasiaas
NI L rtrmimeteremeeaearras
Pangkat /Gol. Ruang e
Jahatan § emrerirseireer e
Unit Kerja T

Karena yang bersangkutan diduga telah melalukan pclanggaran kode etik
terhadap ketentuan vang dilanggar (Tulislabh ketentusn PP Nomor 42
Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Pringsewu Nomor ........... Tahun
sen---.. YANE dilanggar|.

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Pertanyaan L v rriraen e
Jawaban D ereeneenns e

2. Pertanyaan e et
Jawaban D eimeereds RS

3. Pertanyaan D e irareraeae
Jawaban L erre e anaa

4, Dsi. .......




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUFATI PRINGSEWU
NOMOR : &4
TAHUN ToA0TY

Fonpal Kepulusan Penjatuhan Senksi Moral

Menimbang

Mengingat

Menelaphan
KESATU

RAHASIA
KEPUTUSAN ............... )
NOMOR ...
TENTANG

.................................................... "

. bahwa dengan Keputusan ............. Nomor ............
tanggal .............. telah dibentuk Majelis Kode Etik
untuk memeriksa dengan pelanggaran Kode Etik
yvang ditakukan olkh Sdr. ... NIP
...................... Pangkat/{ol. Rueng .............o......
Jabaran L Unit Kerja ...

. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik
tanggal ... Nomor .....covvivnrens Sdr.
............... terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan ......... **] dan mermnutuskan
untule ..o, M

dimalksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Penjatmhan Sanksi Maral
kepada Sdr. ......... yang berupa pernyataan
tertutup/ terbuka ***);

. Undang-Undang Nomor 5 Tshun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara;

. Peramiran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kede Etik
Pegawai Neger] Sipil;

. Peraturan Permnerintalhh Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegaweai Negeri Sipil;

. Peraturen Bupaidl Pringsewu Nomor ..... e Tahun
... tentang . ;
MEMUTUSKAN:
Nama e, emvrereiass
NIP L rered et e e enas
Panghkat/Gol Ruang © ... PUOU
Jabatan I cedtirrearareimirims e i ran s

Unit Kerja ROV




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : A4
TAHUN : 07

Format Surat Pemanggilan
RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR @ ...

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara;

Nama e amaaerasasraaneatineareranias
NIF e Ae i tdbtemeeraneareeeaeareaen
Jabatan et e rmean e aariasaeneanian
Unit Kera © .ooviiiiciiiieeieanns

Untuk menghadap kepada Majelia Kede Etik, pada:

Han e rersaraesarsrsrieristererariaas
Tanggal TP
Jam e e
Tempat e eeaa—a e eaaeanian
Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugasn
pelanggaran kede etik terhadap ketentuan ..., *¥)
Bemikian untuk dilaksanakan.
Ketua

[\ Fei o' b [OOSR
NIP. i
Tembusan : Yth,
B e

*) Coret yang tidak perlu.
*] Tulislah ketentzan dalam PP 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati
Pringsewu Nomor ......... Tahunm ..........

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI




Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sehagatimana mestinya.

Nama R i brernere Nama D e
MII? T meterssrteetereee NI T rmrmrsaseacesesm
Pangkat / Gol D nesisecrsreearns Pangkat /Gol D mesrrssmeerans
Tanda Tangan : ... Tanda Tangsn T memreeeessresnaan

Bekretaris

Nama

Pangkat f Go! D emraecmresre e
Anggota

1. Nama D eeemeeaeeieeenes
KIP D e eimmeessinaeeens
Pangkat /Gol D istaecartarereees
Tainla Tangg: D araitemraareaesae

2. Dat ...

BUPATI PRING3EWL),

dto

SUJADE




LAMPIRAN TII : DPERATURAN OUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 44
TAHUN : 2017

Format Rekomendasi Tindakan Administrasi oleh Majelis Kode Etlk

Kepada

¥th.
oM -

Bhendrrdravra T awaR AR EER

--------------------------

RAHADLA
REKOMENDASI MATELIS KQDE ETIK

Bersarna ini kami sampaikan rckomendasi Majclis Kode Etik scbagai beriisut:

l. Pada hari ini ......... ta;nggsl ................... Majelis Kode Etik telah
melakukae Pemeriksaan terhadap Saudara:
Panghkat/Gol Ruang P
Jahatan D idirianereereaes
Unit Ketja D rtrrrerereerees
Yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkuten terbuktiftidak terbulti *)
melakukan perbuatan yvang melanggar ketentuan ......... ) berupa e
Berdasarican hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Eidk teish memutuskan
bahwa kepada Pegawai ASN yang hersanglotan nntui
a. Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka ¥
b. Dikenakan iindakan adminsitradif sesual peraturan perundang-undangan |
2. BSebagsi bahan dalam menetapkan keputnsan penjatuhan sanksi moral, bersama ini
kami lampirkan Cerita Acara Pemeriksaan terbadap Pegawai ASH yung bersangkutan.
Demikian rekomendasi ini disempaiken untuk digunakan sebagaimana mestinya sesual
peraturan perundeng-undangan.
Yang Diperilsa Majelis Kode Etik
Ketna
NIF T B NIP o
Pangkar f Gol i IA It Pangkat /Ciol D eeeirremermnenienan
Tanda Tangan : ........ccoeew Tanda Tangan D e
Bekretaris
Pangkat /Gal T ramrsesieeiein
Tanda Tangan D emeesieanion o
Anggota
1. Nama D arrreeriinesieann
NIP D mreressmisssines

Panglzai / Gol A,

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



KEDUA

KETIGA

Terbukti melanggar Kode Etk Pegawai ASN
sebagaimana Ketentuan dalam Pasal ......... **} berupa
......... *** yang termasuk dalam pelanggaran Kode
Etik kategori ringan/sedang/berat ****).

Berdasarkan pelanggaran Kode Etk sebagaimana
dimaksud pada dikium kesatu, kepada yang
bersanglkutan diberikan sanksi moral berups .............
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Pringsewu;

2. Dstoie
3. 8dr . (Pegawai ASN vang
bersangkutan)
Ditetapkan di ......................
pada tangeal ...........cccoehn
NAMA ................ redsresiicoac

*)]  Tulislah nama jabatan deri pejabat yang berwenang menjaruhkan sanksi

maoral:

**} Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar,

***) Tulislah rekomendasi dari Majels Kode Etik;

t#4) Coret yang tidak perha.

BUFPATI PRINGSEWLJ,

dto

SUJADI



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PRINGSEWT]
NOMOR : 44
TAHUN : 2C17

Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKS] MUORAL

Pada har ini ............... tanggal ............._.. bulan . . _____. tabmm . L L
saya

Nama

NIP D ettt e

Pangkat/Gol.Ruang - ......... et e iea

Jabatun e iteteeemeameeeieeseaesaranaians
Telah menvampaikan Keputusan .......................... Nomor ... ................
Tanggal ................... tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal
................... bulant ......................... tempat ...........oeeneo..... dalam acara
................... * kepada.

NAA et

| T

Pangkat/Gol.Ruang : ..........ccoiiiiiiininnen..

Jabatan

-----------------------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yang menerima: Yang menyerahkan:

Nama L e Nama @ .
NIP N NIF
Pangkat/Gol Ruang : .............. Pangkat/Gol Ruang : . ... ... ..
Tanda Tangan e Tanda Tangan : ..............

BUPATI PRINGSEW,

dto

SUJADI
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